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Report #13577309

BABIPENDAHULUAN Latar Belakang PenelitianNegara Kesatuan
Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara
hukum, segala sesuatu yang dilakukandinegara Indonesia
harus didasarkan pada hukum. Jika suatu perbuatan atau

suatu tindakan tidak sesuai dengan hukum maka akan diproses secara hukum.
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Dengan adanya peraturan-peraturan atau kaedah-kaedahtersebut

bertujuanuntuk menciptakan kedamaian, keamanan dan
ketertiban dilndonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut
diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum dengan
masyarakat itu sendiri, karena untuk penegakan hukum
dibutuhkan sebuah organisasi yang cukup kompleks. Hukumdi
Indonesia sendiri terdiri dari hukum pidana, hukum perdata,
hukumtata negara dan masih banyak lainnya, itu disebut
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